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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POLICY BRIEF BIDANG TENAGA KERJA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk menghasilkan sebuah kebijakan diperlukan
analisis terhadap isu strategis dalam bentuk naskah singkat
Policy Brief untuk meyakinkan pengambil kebijakan
mengadopsi alternatif pilihan yang diusulkan;

bahwa isu strategis yang akan dianalisis adalah pada Bidang
Tenaga Kerja, maka untuk kelancaran pelaksanaan
penyusunan Policy Brief pada Bidang Tenaga Kerja, maka
perlu dibentuk Tim Penyusun Policy Brief Bidang Tenaga
Kerja Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6357 3);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374),
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomer
PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencana Tenaga Kerja
Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
542);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 0S5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Dearah Kabupaten Tabalong Tahun 2016
Nomor 62);
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14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Policy Brief Bidang Tenaga Kerja
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. Ketua bertanggung jawab atas terlaksananya penyusunan
Policy Brief Bidang Tenaga Kerja; dan

b. Anggota menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan
penyusunan Policy Brief Bidang Tenaga Kerja.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 Mei 2v2/
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Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN POLICY BRIEF BIDANG TENAGA
KERJA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO. JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS TIM

Sekretaris Bappeda Kab. Tabalong Ketua

2. | Dosen Pendidik pada Sekolah Tinggi Ilmu Anggota
Tarbiyah Kab. Tabalong

3. | Kepala Sub Bidang SDM pada Bappeda Anggota
Kab. Tabalong

4. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Anggota
Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong

S. | Peneliti pada Bidang Penelitian dan Anggota
Pengembangan Bappeda Kab. Tabalong
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